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Menimbang

BT'PATI IUALAIVG,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 201g tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2Ol6_2O2t,
maka Keputusan Bupati Malang Nomor:
I 88. 4 5 / 6 54 / KEP/ 35. 07. O 1 3 / 20 I 6 tentang pengesahan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten
Malang Tahun 2OL6-2O2L, perlu untuk disesuaikan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a
konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan
Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor:
I 88. 45 / 6 54 / KEP/ 35. 07. 0 1 3 / 20 1. 6 tentang pengesahan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor

Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor

Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor

Pemeriksaan Pengelolaan

Keuangan Negara;

17 Tahun 2003 tentang

1 Tahun 2OO4 tentang

15 Tahun 2OO4

dan Tanggung
tentang
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan NaConal;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang
Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20O6 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2O16 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada

Pejabat Pemerintahan;

1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OlT ten+ang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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